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Capaian 
Pembelajara

n (CP) 

CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

S3 Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap kecendikiaan dan profesinya. 

S4 Memiliki sikap, kepribadian, dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan. 

S5 Menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan professional, keilmuan, dan kemasyarakatan. 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 
KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni 

KU6 Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 



 



 
 KU7 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

M1 Mahasiswa mampu menjelaskan memahami konsep-konsep SAKIP. 

M2 Mahasiswa mampu mengalisa berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan SAKIP. 

M3 Mahasiswa mampu mempraktikan siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di level pemerintah daerah 
serta dapat menganalisa dan mengatasi isu-isu yang muncul dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP).  

Diskripsi Singkat 
MK 

 
Mata kuliah ini bertujuan mendorong praja untuk memahami, mampu menjelaskan, dan mempraktikan siklus SAKIP di level 
pemerintah daerah yang terdiri dari Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Cascading tree dan struktur, Indikator Kinerja dan target kinerja, 
Perjanjian kinerja, Pengukuran kinerja (perbandingan realisasi dan sasaran/target kinerja), Pengelolaan data kinerja, Pelaporan kinerja, dan Review 
dan evaluasi kinerja; 
serta dapat menganalisa dan mengatasi isu-isu yang muncul dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Bahan Kajian 
/ Materi 

Pembelajaran 

1.​ Konsep akuntabilitas dan gagasan SAKIP 

2.​ Renstra 

3.​ Rencana Kinerja Tahunan 

4.​ Cascading tree dan struktur 

5.​ Indikator Kinerja dan target kinerja 

6.​ Perjanjian kinerja 

7.​ Pengukuran kinerja (perbandingan realisasi dan sasaran/target kinerja) 

8.​ Pengelolaan data kinerja 

9.​ Pelaporan kinerja 

10.​ Review dan evaluasi kinerja 

11.​ SAKIP dan Kemajuan Teknologi: studi kasus e-sakip DKI Jakarta dan Surabaya 

12.​ Isu-isu dalam penerapan SAKIP 

13.​ Praktik review SAKIP OPD I : Studi Kasus SAKIP Kesbangpol Surabaya 



14.​Praktik review SAKIP OPD II : Studi Kasus SAKIP Kecamatan di Semarang 
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Mata kuliah 
prasyarat 

 

 
 

 
Minggu 

Ke 

(Sub CP-MK) 
Kemampuan 

yang diharapkan 

 
BahanKajian/ 
Materi 
Pembelajaran 

 
Metode 

Pembelajaran 

 
 

Waktu 

 
Pengalama
n Belajar 

Mahasiswa 

 
Kriteria & 

Bentuk 
Penilaian 

 
Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penila
i an 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) 
1 -​ Mampu 

menjelaska n 
Konsep 
akuntabilitas 
dan gagasan 
SAKIP 
 

-​ Mampu 
menganalisis 
Konsep 
akuntabilitas dan 
gagasan SAKIP 

Konsep akuntabilitas: 
1.​ Definisi 

akuntabilitas 
menurut para ahli 

2.​ Perbedaan 
akuntabilitas 
sector public dan 
sector swasta 

 
Gagasan SAKIP:  
1.​ Definisi SAKIP 
2.​ Peraturan yang 

menjadi landasan 
hukum dan 
pedoman 
pelaksanaan 
SAKIP 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja atau 
mahasiswa 
dapat 
memahami 
Konsep 
akuntabilitas 
dan gagasan 
SAKIP 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan
. 

Bentuk Penilaian: 
●​ diskusi 

dan 
keaktifan 
mahasiswa 

-​ Kelengkapa
n dan 
kebenaran 
penjelasan 

-​ Tingkat 
komunika 
tif 

5% 



 
 



 
2 -​Mampu 

menjelaskan 
rencana strategis 

-​Mampu 
menganalisis 
rencana strategis 
 

Rencana strategis: 
1.​ Dasar hukum 

landasan dan 
pedoman penyusunan 
renstra OPD 

2.​ Tahapan penyusunan 
renstra 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) renstra 

4.​ Tata cara evaluasi 
renstra 
 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, dan 
menganalisis 
renstra OPD 

 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan 
 

Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas 

Individ
u 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

10% 

3 -​Mampu 
menjelaskan 
Rencana Kinerja 
Tahunan 

-​Mampu 
menganalisis 
Rencana Kinerja 
Tahunan 

Rencana Kinerja 
Tahunan: 
1.​ Dasar hukum 

landasan dan 
pedoman penyusunan 
renja OPD 

2.​ Tahapan penyusunan 
renja 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) renja 

4.​ Tata cara evaluasi 
renja 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis 
renja OPD 

Kriteria: 
kebenaran 
penjelasa
n 

 
Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas 

Individ
u 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan 
Gagasan dan 
Praktikum 
Resolusi 
konflik: studi 
kasus 
penanganan 
konflik 
pilkada oleh 
Direktorat 
Jenderal 
(direktorat, 
sub-direktorat
) terkait di 
Lingkungan 
Kemendagri 

-​ Tingkat 
komunikati
f 

5% 



 



 
4 -​Mampu 

menjelaskan 
Cascading tree 
dan struktur 
dalam SAKIP 

-​Mampu 
menganalisi
s Cascading 
tree dan 
struktur 
dalam 
SAKIP 

Cascading tree dan struktur 
dalam SAKIP: 
1.​ Dasar hukum landasan 

dan pedoman 
penyusunan Cascading 
tree dan struktur dalam 
SAKIP OPD 

2.​ Tahapan penyusunan 
Cascading tree dan 
struktur dalam SAKIP 

3.​ Tata cara evaluasi 
Cascading tree dan 
struktur dalam SAKIP 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
2x(2x50”) 
PT: 
2x(2x60”) 
M: 
2x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, dan 
menganalisis 
Cascading tree 
dan struktur 
dalam SAKIP 
OPD 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan 
mengenai  
 

Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas Individu 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan 
Tingkat 
komunikatif 

10% 

5 -​Mampu 
menjelaskan 
Indikator Kinerja 
dan target kinerja 

-​Mampu 
menganalisis 
Indikator 
Kinerja dan 
target kinerja 

Indikator Kinerja dan 
target kinerja: 

1.​ Dasar hukum landasan 
dan pedoman 
penyusunan Indikator 
Kinerja dan target 
kinerja OPD 

2.​ Tahapan penyusunan 
Indikator Kinerja dan 
target kinerja 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) Indikator Kinerja 
dan target kinerja 

4.​ Tata cara evaluasi 
Indikator Kinerja dan 
target kinerja 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis 
Indikator 
Kinerja dan 
target kinerja 
OPD 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
 

Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas Individu 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

5% 

 



 
6 -​Mampu 

menjelaskan 
Perjanjian 
kinerja 

-​Mampu 
menganalisis 
Perjanjian 
kinerja 
 

Perjanjian kinerja: 
1.​ Dasar hukum landasan 

dan pedoman 
penyusunan Perjanjian 
kinerja OPD 

2.​ Tahapan penyusunan 
Perjanjian kinerja 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) Perjanjian kinerja 

4.​ Tata cara evaluasi 
Perjanjian kinerja 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis 
perjanjian 
kinerja OPD 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
 

Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas Individu 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

5% 

7 -​Mampu 
menjelaskan 
Pengukuran 
kinerja 
(perbandingan 
realisasi dan 
sasaran/target 
kinerja) 

-​Mampu 
menganalisis 
Pengukuran 
kinerja 
(perbandingan 
realisasi dan 
sasaran/target 
kinerja) 

Pengukuran kinerja 
(perbandingan realisasi 
dan sasaran/target 
kinerja): 

1.​ Dasar hukum landasan 
dan pedoman 
penyusunan 
Pengukuran kinerja 
(perbandingan realisasi 
dan sasaran/target 
kinerja) OPD 

2.​ Tahapan penyusunan 
Pengukuran kinerja 
(perbandingan realisasi 
dan sasaran/target 
kinerja) 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) Pengukuran 
kinerja (perbandingan 
realisasi dan 
sasaran/target kinerja) 

4.​ Tata cara evaluasi 
Pengukuran kinerja 
(perbandingan realisasi 
dan sasaran/target 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis 
pengukuran 
kinerja 
(perbandingan 
realisasi dan 
sasaran/target 
kinerja) OPD 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
 

Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas Individu 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

5% 



kinerja) 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 

9 -​Mampu 
menjelaskan 
Pengelolaan data 
kinerja 

-​Mampu 
menganalisis 
Pengelolaan data 
kinerja 

Pengelolaan data 
kinerja: 

1.​ Dasar hukum landasan 
dan pedoman 
Pengelolaan data 
kinerja OPD 

2.​ Tahapan Pengelolaan 
data kinerja 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) Pengelolaan data 
kinerja 

4.​ Tata cara evaluasi 
Pengelolaan data 
kinerja 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis  
Pengelolaan 
data kinerja 
OPD 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
 

Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas Individu 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

5% 

10 -​Mampu 
menjelaskan 
Pelaporan kinerja 

-​Mampu 
menganalisis 
Pelaporan 
kinerja 

Pelaporan kinerja: 
1.​ Dasar hukum landasan 

dan pedoman 
penyusunan Pelaporan 
kinerja 

2.​ Tahapan penyusunan 
Pelaporan kinerja 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) Pelaporan kinerja 

4.​ Tata cara evaluasi 
Pelaporan kinerja 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, dan 
menganalisis  
Pelaporan kinerja 
OPD 
 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
 

Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas Individu 

-​Kelengkapa 
n dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

10% 

 



​  
11 -​Mampu 

menjelaskan 
Review dan 
evaluasi kinerja 

-​Mampu 
menganalisis 
Review dan 
evaluasi 
kinerja 

Review dan evaluasi 
kinerja: 

1.​ Dasar hukum landasan 
dan pedoman Review 
dan evaluasi kinerja 

2.​ Tahapan Review dan 
evaluasi kinerja 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) Review dan 
evaluasi kinerja 

4.​ Tata cara evaluasi 
Review dan 
evaluasi kinerja 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis  
Review dan 
evaluasi 
kinerja OPD 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
 

Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 

Tugas 
Individu 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

5% 

12 -​Mampu 
menjelaskan 
SAKIP dan 
Kemajuan 
Teknologi: studi 
kasus e-sakip 
DKI Jakarta dan 
Surabaya 

-​Mampu 
menganalisis 
SAKIP dan 
Kemajuan 
Teknologi: 
studi kasus 
e-sakip DKI 
Jakarta dan 
Surabaya 

SAKIP dan Kemajuan 
Teknologi: studi kasus 
e-sakip DKI Jakarta dan 
Surabaya: 
1.​ Konsep e-government 
2.​ Tren pemanfaatan 

teknologi di lingkup 
pemerintahan 

3.​ Pokok-pokok bahasan 
(isi) e-sakip DKI 
Jakarta dan Kota 
Surabaya 

4.​ Tata cara evaluasi 
tingkat keinformatifan 
e-sakip 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis  
SAKIP dan 
Kemajuan 
Teknologi: 
studi kasus 
e-sakip DKI 
Jakarta dan 
Surabaya 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
Bentuk Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas Individu 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

5% 

13 -​Mampu 
menjelaskan 
Isu-isu dalam 
penerapan 
SAKIP 

-​Mampu 
menganalisis 
Isu-isu dalam 

Isu-isu dalam penerapan 
SAKIP: 

1.​ Isu kesinambungan 
Renstra dengan siklus 
lainnya 

2.​ Isu kesinambungan 
Rencana Kinerja 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
dan diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis  
Isu-isu dalam 
penerapan 
SAKIP 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
Bentuk 
Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas 

-​Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan  

-​ Tingkat 
komunikati
f 

10% 



penerapan 
SAKIP 

Tahunan dengan siklus 
lainnya 

3.​ Isu kesinambungan 
Cascading tree dan 
struktur dengan siklus 
lainnya 

4.​ Isu kesinambungan 
Indikator Kinerja dan 
target kinerja dengan 
siklus lainnya 

5.​ Isu kesinambungan 
Perjanjian kinerja 
dengan siklus lainnya 

6.​ Isu kesinambungan 
Pengukuran kinerja 
(perbandingan realisasi 
dan sasaran/target 
kinerja) dengan siklus 
lainnya 

7.​ Isu kesinambungan 
Pengelolaan data 
kinerja dengan siklus 
lainnya 

8.​ Isu kesinambungan 
Pelaporan kinerja 
dengan siklus lainnya 

9.​ Isu kesinambungan 
Review dan evaluasi 
kinerja dengan siklus 
lainnya 

Individu 



14 -​Mampu 
menjelaskan 
Praktik review 
SAKIP OPD I : 
Studi Kasus 
SAKIP 
Kesbangpol 
Surabaya 

-​Mampu 
menganalisis 
Praktik 
review 
SAKIP OPD 
I : Studi 
Kasus 
SAKIP 
Kesbangpol 
Surabaya 

Praktik review SAKIP 
OPD I : Studi Kasus 
SAKIP Kesbangpol 
Surabaya: 
1.​ Pokok-pokok bahasan 

(isi) e-sakip 
Kesbangpol Surabaya 

2.​ Tata cara evaluasi 
tingkat keinformatifan 
e-sakip 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
paparan,dan 
diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis  
Praktik 
review 
SAKIP OPD I 
: Studi Kasus 
SAKIP 
Kesbangpol 
Surabaya 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan  
 

Bentuk 
Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas 

Individu 

- Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan 

10% 

15 -​Mampu 
menjelaskan 
Praktik review 
SAKIP OPD II : 
Studi Kasus 
SAKIP 
Kecamatan di 
Semarang 

-​Mampu 
menganalisis 
Praktik 
review 
SAKIP OPD 
II : Studi 
Kasus 
SAKIP 
Kecamatan 
di Semarang 

Praktik review SAKIP 
OPD II : Studi Kasus 
SAKIP Kecamatan di 
Semarang: 
1.​ Pokok-pokok bahasan 

(isi) e-sakip 
Kesbangpol Semarang 

2.​ Tata cara evaluasi 
tingkat keinformatifan 
e-sakip 

●​Bentuk: Kuliah 
aktifitas kelas 

●​Metode: paparan, 
paparan,dan 
diskusi 

●​Media: Komputer 
dan projector 

PB: 
1x(2x50”) 
PT: 
1x(2x60”) 
M: 
1x(2x60”) 

Praja mampu 
memahami, 
menjelaskan, 
dan 
menganalisis  
Praktik 
review 
SAKIP OPD 
II : Studi 
Kasus SAKIP 
Kecamatan di 
Semarang 

Kriteria: 
●​ kebenaran 

penjelasan   
 

Bentuk 
Penilaian: 
●​ Diskusi 
●​ Tugas 

Individu 

- Kelengkapan 
dan 
kebenaran 
penjelasan 

10% 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 
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